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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman dan sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bintan. Penelitian ini 

menggunakan sampel sebanyak 358 orang responden dengan menggunakan teknik purposive sample. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Objek penelitian ini adalah wajib pajak Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bintan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji kualitas data, uji 

asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis dengan bantuan program komputer SPSS versi 24. 

Hasil penelitian ini berdasarkan uji hipotesis, uji statistik t menunjukkan bahwa variabel tingkat pemahaman (X1) 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dan variabel sanksi pajak (X2) 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Sedangkan uji statistik F 

menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu tingkat pemahaman (X1) dan sanksi pajak (X2) berpengaruh 

signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).  
 

Kata Kunci: Tingkat Pemahaman; Sanksi Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak 
 

Abstract 

 
The purpose of this research was to determine the influence of the level of understanding and tax sanctions on micro 

small and medium enterprises taxpayers compliance in Kabupaten Bintan. This research used a sample of 358 

respondents using purposive sample technique. The method used in this research is quantitative. The object of this 

research is micro small and medium enterprises taxpayer compliance in Kabupaten Bintan. The data analysis 

technique used is data quality test, classic assumption test, multiple linear regression test, and hypothesis testing 

with the help SPSS version 24 computer program. The result of this research is based on hypothesis test, t test shows 

that the level of understanding variable (X1) individually significant influences the taxpayers compliance variable 

(Y) and the tax sanctions variable (X2) individually significant influences the taxpayers compliance variable (Y). As 

for the F test all independent variables which are the level of understanding (X1) and tax sanctions (X2) together or 

over all significant influences the dependent variable which is taxpayers compliance (Y). 
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PENDAHULUAN  

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia. Pajak merupakan suatu 

pengetahuan yang harus diketahui, dimiliki, dan dikuasai oleh setiap wajib pajak. Dengan 

dikuasainya peraturan perpajakan akan mempermudah mereka untuk memahami alasan adanya 

pajak. Pemahaman tentang pajak sendiri dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

mematuhi segala peraturan yang berlaku agar tidak terkena sanksi pajak. Apabila tingkat 

kesadaran masyarakat rendah, maka masyarakat akan cenderung menghindari kewajibannya 

untuk membayar pajak. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pemanfaatan yang bersumber dari 

pajak. 

Sanksi pajak timbul karena adanya pelanggaran dalam perpajakan. Dua tujuan adanya sanksi 

pajak yaitu yang pertama dengan tujuan mendidik dan yang kedua dengan tujuan menghukum. 

Dengan tujuan mendidik artinya agar wajib pajak yang dikenakan sanksi pajak akan menjadi 

lebih baik dan lebih mengetahui hak serta kewajibannya. Dan yang kedua artinya agar wajib 

pajak yang terhukum menjadi jera dan tidak mengulangi kesalahannya kembali. 

Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sudah biasa dan ada sejak dahulu. Berdasarkan 

data dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan formal wajib pajak hingga bulan 

Desember tahun 2020 telah mencapai 76,86%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan 

capaian sepanjang tahun lalu yang tercatat hanya mencapai 72,9%. Dari sebanyak 19 juta wajib 

pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, otoritas fiskal telah 

menerima sebanyak 14,6 juta SPT Tahunan yang meliputi wajib pajak orang pribadi dan wajib 

pajak badan. Jika tingkat kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak rendah 

terhadap penerimaan pajak, sehingga menurunkan tingkat penerimaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhanty & Zulaikha, 2020) menyatakan 

bahwa pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan 

sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sistem 

transparansi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Wulandari, Sinaga, & Utomo, 2020) menyatakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten 

Gunungkidul yaitu pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus. 
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Selama ini perekonomian Indonesia secara umum masih buruk, tetapi dapat kita lihat 

beberapa sektor usaha terutama sektor swasta masih menunjukkan kinerja yang cukup baik. 

Usaha-usaha yang masih bertahan hidup dalam situasi dan kondisi tersebut adalah usaha kecil 

dan menengah. Saat ini, sektor swasta dipastikan memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak. 

Sektor swasta yang dimaksud adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena 

UMKM memiliki kewajiban untuk membayar pajak sama seperti wajib pajak lainnya. Di 

Indonesia, UMKM diatur berdasarkan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah). 

Jika wajib pajak UMKM memahami kewajiban untuk memenuhi perpajakan dan adanya 

sanksi pajak yang dikenakan jika mereka melanggar aturan diharapkan dapat membuat mereka 

mematuhi segala peraturan yang berlaku. Jika sanksi pajak yang dikenakan sesuai dengan yang 

ada di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan tepat sasaran, maka pihak yang 

dikenakan sanksi diharapkan dapat merasa jera dan sadar untuk memenuhi segala kewajiban 

perpajakannya serta tidak mengulangi kesalahannya kembali. Hal tersebut dipercaya dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Pajak Dan Perpajakan 

Definisi pajak menurut (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat 

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

pada Pasal 1 Ayat 1) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut (Kamus Bahasa Indonesia) adalah 

pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan 

wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli 

barang, dan sebagainya. 

Sedangkan perpajakan artinya keseluruhan menyangkut proses atau kegiatan yang berkaitan 

dengan pajak (mulai pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak). Misalnya, 

perpajakan atas industri garmen, kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, kebijakan perpajakan, 

dan sebagainya. 
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Tingkat Pemahaman Pajak 

Menurut (Widayanti & Nurlis, 2013 dalam Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016) hal-hal 

yang mencakup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. 

Dengan kata lain, wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak 

perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang 

wajib pajak. 

b. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebagai salah satu sarana untuk 

menefisiensikan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, 

wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya. 

c. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan. Wajib pajak yang sudah memiliki 

pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat 

dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena mereka tahu dan paham jika melalaikan 

kewajibannya akan terkena sanksi. Hal ini otomatis akan mendorong setiap wajib pajak yang 

taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. 

d. Pengetahuan dan pemahaman tentang Penghasilan Kena Pajak (PKP), Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP), dan tarif pajak. Wajib pajak yang mengetahui dan memahami tarif-tarif 

pajak yang berlaku, wajib pajak tersebut akan mampu untuk menghitung pajak terhutangnya 

sendiri dengan baik dan benar. 

e. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang di dapat melalui 

sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP). 

f. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang didapat melalui pelatihan 

tentang perpajakan yang diikuti oleh mereka. 

Sanksi Pajak 

Menurut (Mardiasmo, 2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. 

Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib 

pajak tidak melanggar norma perpajakan. 
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Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Palalangan, Pakendek, & Tangdialla, 2019). 

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1) 

menyebutkan bahwa wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang 

telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk 

utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan; 

c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan 

pemerintah dengan pendapatan Wajar Tanpa Pengecualian; 

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 

(lima) tahun terakhir. 

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) 

 (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) 

memberikan pengertian dan klasifikasi skala usaha berdasarkan aset dan omset tiap skala usaha 

sebagai berikut: 

a. Untuk usaha mikro, kriterianya jumlah kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha) maksimal Rp50 juta dengan hasil penjualan/omset maksimal Rp300 

juta. 

b. Untuk usaha kecil, kriterianya jumlah kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha) > Rp50 juta-Rp500 juta dengan hasil penjualan/omset > Rp300 juta-

Rp2,5 Milyar. 

c. Untuk usaha menengah, kriterianya jumlah kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha) > Rp500 juta-Rp10 Milyar dengan hasil penjualan/omset > Rp2,5 

Milyar-Rp50 Milyar. 
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Kerangka Pemikiran 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 

 
Sumber: Hasil Olahan Data Penulis, 2021 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah tingkat pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM di Kabupaten Bintan? 

b. Apakah sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 

di Kabupaten Bintan? 

c. Apakah tingkat pemahaman dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM di Kabupaten Bintan? 

Hipotesis 

 Hipotesis atau pernyataan sementara dari penelitian ini adalah: 

H1: Tingkat Pemahaman Berpengaruh Signifikan Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM di Kabupaten Bintan. 

H2: Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM di Kabupaten Bintan. 

H3: Tingkat Pemahaman dan Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Secara Simultan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bintan. 

METODOLOGI 

Jenis Penelitian Dan Jenis Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui penyebaran 

Kepatuhan Wajib 

Pajak (Y) 

 

 

      

     

 

Tingkat 

Pemahaman (X1) 

Sanksi Pajak (X2) 
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kuesioner dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah buku, jurnal, dan 

data UMKM dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Bintan. 

Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha UMKM di Kabupaten Bintan yang 

terdaftar dalam data UMKM Kabupaten Bintan tahun 2020 dengan jumlah 3.421 orang. 

Perhitungan sampel ditentukan berdasarkan rumus Yamane dan dengan teknik sampling yaitu 

purposive sample sehingga penulis memperoleh jumlah sampel yang diperlukan sebanyak 358 

orang. 

Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan alat 

bantu pengolahan data program komputer SPSS (Statistical Program for Social Science) 

Statistics Version 24. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa data hasil penyebaran kuesioner variabel 

tingkat pemahaman (X1), variabel sanksi pajak (X2), dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) 

adalah valid dengan dibuktikan melalui korelasi antara skor masing-masing butir pernyataannya 

dengan total skor mempunyai nilai Sig. (2-tailed) < 0,05. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa data hasil penyebaran kuesioner 

variabel tingkat pemahaman (X1) adalah reliabel dengan dibuktikan melalui signifikansi yang 

digunakan nilai Cornbach’s Alpha sebesar 0,784 > 0,60, variabel sanksi pajak (X2) adalah 

reliabel dengan dibuktikan melalui signifikansi yang digunakan nilai Cornbach’s Alpha sebesar 

0,720 > 0,60, dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) adalah reliabel dengan dibuktikan melalui 

signifikansi yang digunakan nilai Cornbach’s Alpha sebesar 0,759 > 0,60. 

Hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik Normal Probability Plot (P-Plot) pada 

variabel tingkat pemahaman (X1), sanksi pajak (X2), dan kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

 

 

https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms


DIMENSI, Volume 10 Nomor 3 : 584-599 

NOVEMBER 2021 

ISSN: 2085-9996 

https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms 

 

591  

 

Gambar 2 Uji Normalitas Grafik P-Plot 

 

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 24, 2021 

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan penyebarannya mengikuti garis arah diagonal sehingga dapat disimpulkan 

keseluruhan variabel dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal. 

Hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram pada variabel tingkat pemahaman 

(X1), sanksi pajak (X2), dan kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 3 Uji Normalitas Grafik Histogram 

 

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 24, 2021 
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Berdasarkan gambar di atas menunjukkan pola yang membentuk lonceng sehingga dapat 

disimpulkan keseluruhan variabel dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal. 

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji koefisien korelasi Spearman’s rho pada 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1 Uji Heteroskedastisitas 

Correlations 

 

Tingkat 

Pemahaman Sanksi Pajak 

Unstandardized 

Residual 

Spearman's rho Tingkat Pemahaman Correlation Coefficient 1.000 .667** .037 

Sig. (2-tailed) . .000 .491 

N 358 358 358 

Sanksi Pajak Correlation Coefficient .667** 1.000 -.023 

Sig. (2-tailed) .000 . .670 

N 358 358 358 

Unstandardized Residual Correlation Coefficient .037 -.023 1.000 

Sig. (2-tailed) .491 .670 . 

N 358 358 358 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 24 (2021) 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Sig. Unstandardized Residual variabel 

tingkat pemahaman (X1) sebesar 0,491 > 0,05 dan variabel sanksi pajak (X2) sebesar 0,670 > 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi 

dalam penelitian ini. 

Tabel 2 Uji Multikolinearitas, Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Statistik t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta   Tolerance VIF 

1 (Constant) 12.350 1.475  8.371 .000   

Tingkat Pemahaman .223 .041 .257 5.405 .000 .549 1.822 

Sanksi Pajak .517 .045 .550 11.573 .000 .549 1.822 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 24, 2021 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Tolerance variabel tingkat pemahaman 

(X1) dan sanksi pajak (X2) sebesar 0,549 > 0,10 atau sama dengan nilai VIF sebesar 1,822 < 10 

sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas pada model regresi dalam 

penelitian ini. 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 12,350 + 0,223 X1 + 0,517 X2 + e 

Interpretasi dari persamaan di atas adalah dimana nilai α = 12,350. Nilai konstanta yang 

artinya ketika variabel tingkat pemahaman dan sanksi pajak dianggap tidak ada atau bernilai nol 

maka variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 12,350. 

β1 = 0,223 artinya variabel tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap variabel 

kepatuhan wajib pajak dimana jika nilai koefisien regresi dari variabel tingkat pemahaman naik 

satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,223 satuan atau 

22,3% dengan asumsi bahwa variabel sanksi pajak konstan atau tidak mengalami perubahan. 

Demikian juga sebaliknya apabila variabel tingkat pemahaman menurun sebesar satu satuan, 

maka variabel kepatuhan wajib pajak menurun sebesar 0,223 atau 22,3%. 

β2 = 0,517 artinya variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan 

wajib pajak dimana jika nilai koefisien regresi dari variabel sanksi pajak naik satu satuan maka 

variabel kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,517 satuan atau 51,7% dengan asumsi 

bahwa variabel tingkat pemahaman konstan atau tidak mengalami perubahan. Demikian juga 

sebaliknya apabila variabel sanksi pajak menurun sebesar satu satuan, maka variabel kepatuhan 

wajib pajak menurun sebesar 0,517 atau 51,7%. 

Artinya terjadi hubungan positif antara variabel tingkat pemahaman dan sanksi pajak dengan 

variabel kepatuhan wajib pajak. Dimana dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa variabel 

bebas yang paling berpengaruh adalah sanksi pajak dengan koefisien sebesar 0,517 atau 51,7% 

lebih besar dari koefisien lain yaitu tingkat pemahaman sebesar 0,223 atau 22,3%. 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel tingkat pemahaman (X1) 

sebesar 5,405 > 1,960 dan nilai Sig. 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan variabel tingkat 

pemahaman (X1) berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) maka 

H1 diterima, artinya tingkat pemahaman berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bintan. 
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Untuk nilai t hitung variabel sanksi pajak (X2) sebesar 11,573 > 1,960 dan nilai Sig. 0,000 < 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan variabel sanksi pajak (X2) berpengaruh secara parsial terhadap 

variabel kepatuhan wajib pajak (Y) maka H2 diterima, artinya sanksi pajak berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bintan. 

Hasil uji R² (Koefisien Determinasi) pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3 Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .748a .559 .557 3.718 

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tingkat Pemahaman 

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 24, 2021 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,557. 

Sehingga dapat disimpulkan kedua variabel independen penelitian yaitu tingkat pemahaman (X1) 

dan sanksi pajak (X2) mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 

55,7%, sementara sisanya sebesar 44,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar 

penelitian ini. 

Hasil uji statistik F pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 Uji Statistik F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6228.745 2 3114.373 225.249 .000b 

Residual 4908.361 355 13.826   

Total 11137.106 357    

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tingkat Pemahaman 

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 24, 2021 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 225,249 > 3,84 dan nilai 

Sig. 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan kedua variabel independen yaitu tingkat 

pemahaman (X1) dan sanksi pajak (X2) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh 

terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) maka H3 diterima, artinya tingkat 
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pemahaman dan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM di Kabupaten Bintan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat 

pemahaman dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) di Kabupaten Bintan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Tingkat 

pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) di Kabupaten Bintan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik t, dimana apabila 

wajib pajak UMKM diberi pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan, kemudian dapat 

memahaminya dengan baik, maka hal ini akan mempengaruhi dan meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bintan. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil uji statistik t, dimana apabila tarif pajak dan sanksi pajak yang berlaku 

sudah sesuai dengan besarnya potensi pendapatan usaha masyarakat maka akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bintan. Tingkat pemahaman dan sanksi pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di 

Kabupaten Bintan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik F dan uji R2 (Koefisien 

Determinasi), sehingga apabila pemerintah dapat meningkatkan dua faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat pemahaman dan sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak 

UMKM di Kabupaten Bintan akan meningkat. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pada bagian akhir, penulis mengajukan 

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukkan dan pertimbangan. Adapun 

saran-saran yang penulis ajukan sebagai berikut: Berdasarkan butir pernyataan kedua dari 

kuesioner pada variabel tingkat pemahaman yang mendapat bobot terendah. Pada pernyataan 

kedua berbunyi “Wajib pajak UMKM dikenakan Pajak Penghasilan 0,5% dari peredaran bruto 

tertentu dan bersifat final dalam jangka waktu tertentu”. Pernyataan tersebut mendapatkan nilai 

terendah namun rata-rata jawaban yang diberikan oleh responden adalah setuju, dimana 

pemerintah diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai alasan dikenakannya PPh sebesar 

0,5% dari peredaran bruto yang diperoleh wajib pajak UMKM sehingga dapat meningkatkan 

bobot nilai ke sangat setuju. Berdasarkan butir pernyataan ketujuh dari kuesioner pada variabel 
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sanksi pajak yang mendapat bobot terendah. Pada pernyataan ketujuh berbunyi “Sanksi 

administrasi berupa denda 2% perbulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar apabila 

terlambat membayar pajak”. Pernyataan tersebut mendapatkan nilai terendah namun rata-rata 

jawaban yang diberikan responden adalah setuju. Maka dari itu penulis berharap pemerintah 

dapat memberi himbauan mengenai dikenakannya sanksi administrasi sebesar 2% perbulan dari 

jumlah pajak yang masih harus dibayar apabila terlambat membayar pajak. Untuk penelitian 

yang akan datang disarankan untuk meneliti variabel-variabel lain yang berbeda untuk menguji 

pengaruh dan keterkaitannya dengan kepatuhan wajib pajak pada objek lainnya. 
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